
2. Undang-Undang Nomor 3 tanun 1992 ten tang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
KonstrUksi (Lembaran Negara Repubt1k tndonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Nagara Republik
Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor a9; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4116);

1. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

Mengingat

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b tersebut di atas, periu diatur Pelaksanaan
Peningkatan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Bomngan, dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada sektor Jasa Konstruksi, dengan
Peraturan Walikota.

a. bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi di Sektor
Usaha Jasa Konstruksi, maka meningkat pula resiko yang
mengancam keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga
Kerja;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap Tenaga
Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu yang bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi,
disefenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang

WALIKOTA CIMAH I

PELAKSANAAN PENINGKA TAN PROGRAM JAMINAN SOSlAl TENAGA
KERJA BAGi TENAGA KERJA HARlAN lEPAS, BORONGAN

DAN PERJANJJAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

PERATURAN \I\JALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 1 TAH UN zoos

TENTANG

WALIKOTA CIMAHI



15. Peraturan Daerah Kota Gimahi Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Jasa Konstruksi di Kota Cimahi (t.embaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C).

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor
Kep.o?fMenfiVfz004 tentang pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asjng~

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmjgrasi Nomor
Kep-1961MEN11999 tentang Penyetenggaraan Program
Jamlnan Sosial Tenaga Kerja Sagi Tenaga Ke~a Harian
Lepas, Sorongan dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada
Sektor Jasa Konstruksi;

12. Keputusan Menteri TenaQa Kerja Nomor KEP-
150fMf:N/1999 tentang Penyetenggaraan Jamlnan Sosial
Tenaga Kerja Sagi Tenaga Karja Harian Lepas, Sorongan
dan Perjanjian Keria Waktu Tertentu;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-OS/MEN/1993
tentang Petunjuk Teknls Pendaftara» Kepesertaan,
Pembayaran luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit
Yang Oitimbulkan Karena Hubungan Kerja.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara
RepubHk Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang
Penetapan Badan Penyelenggaraan Program jaminan
Sosial Tenaga Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia
jahun 1995 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
F'enyelenggaraan Program Jaminan Soslal ienaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3520);

tentang
Republik

Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negata
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Repubiik Indonesia Nemer 4437);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (lembaran Negara Repub1ik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
RepubUk indonesia Nomor 4279);



fj~ TBr~g& Kerja t\()fOfly"erl a~8i-! terRiQakerja yang bekerja pade pengusaha
untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu tertentu
dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan kerja
harian;

10. Tenaqa keria yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah
tenaga kerja yang bekeria pada Pangusaha untuk rnelakukan pekerjaan
tertentu yang barubah-ubah dalam waktu tertentu dengan menerirna upah
didasarkan atas kesepakaten untuk fl:;:oungan kerja untuk ~.val'Jutertentu dan
atau selesainya pekerjaan tertentu;

1'1. Pengusaha adalah :
a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan mllik sendiri.
b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan mnUmya.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalahWalikota Cimahi;
4. 0108$adalah Dinas, Badan, Lembaga yang berada di Ungkungan Pemerintah

Daerah Kota Cimahi;

5. Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero), calam hal ini PT.
Jarnsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi;

6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sOOagai penggant~ sebagian dari
penghasHan yang hUang atau berk.ursng dan pelayanan sebagal aklbai
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecetakaan
kerja, sakit, hamil, bersann, han tua dan meninggal ounia:

7. Tenaqa keria adaiah setiap orang yang mamou rne.lakukanpe.kerjaanbaik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasiJkanjasa atau barang
untuk memenuhi kebutuhan rnasyarakat;

8. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada
pengusaha untuk meiakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal
waktu maupun kont~nuitaspekerjaan dengan meneoma uoah didasarkan atas
kehadirannya secara harian:

Pasa! 1

KETENTUAN UMUM

BABI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANMN
PR:OGRAtv1 JA'M1NANSOStAL BAGl iENAGA KERJA HARlAN
LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Menetapkan

•



Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasa! 3
Peraturan ini wajib ditaksanakan oleh setiap perusahaan Jasa Konstruksi dan
penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal4

(3) Tenaga Kerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana djmaksua pads ay-at (1)
pasai ini terdiri dari :
a, Tenaga kerja harian lepas;
b. Teenagak-erja borongan;
c. Tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

(2) Setiao Tenaqa KerJa sektor Jasa Konstruksi dan atau ke!uarganya berhak
atas Jaminan Sosial tenaga Kerja;

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Sektor Jasa
konstruksl, d}selenggarakan Program Jaminan S051alTenaga KeTja Sektor
~lA$aKonstnJksi ~n9 penge101B_annY_BdiJaknksn oteh Badan Penyeienggara;

Pasal3

BAB II

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Usaha Sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan
diper1akukan sarna dengan perusahaan, apabila rliBfilpunyai' PenguNs dan
mempekerjakan orang tain sebagairnana layaknya Perusahaan mempekerjakan
tenaga kerja

Pasai 2

c. Orang Persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia,
mewakili perusahaan-perusanaan sebaqairnana dimaksud pada huruf a
dan b di atas yang berkedudukan dituar wUayah Indonesia.

12. Gaji I upah adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
dapat dinilai dengan uang yang diterima Pekerja dan diberikan sesuai dengan
yang ditetapkan dalarn Undang.;undang Nomor 3 tahun 1992

13. KeceJakaan Kerja adaiah keceJakaan yang terjadi sehubungan dengar.
hubungan kerja, termasuk penyakft yang timbui karena hubungan keria,
demlkian pula kecelakaan kerja yang tGrjadi da4am perja~ananberangkat dan
rumah menuju tempat kerja, dan pu\ang kerumah melalui jalan yang biasa
atau wajar dilalui;

14. Pemeliharaan Kesehatan adafah upaya penanggulangan dan pencegahan
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

" ,



Untuk mengikutsertakan dalam program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini penyedia Jasa Konstruksi
mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada badan PenyeJenggara sesuai
peraturan Perundang-undangan yang bertaku, selambat-Iambatnya 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal8

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka :
a. Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya

'uran dalam dokumen lelanq.
b. Setiap pengguna jasa konstruksi, memberitahukan kepada Badan

Penyelenggara mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi.

Pasal7

(2) Setiap penyedia Jasa Konstruksi dan perusahaan Jasa Konstruksi yang
mernpekerjakan Tenaga Karja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)
Peraturan ini secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
tebih, dan setiap butannya t1dak kurang dari 20 (dua puluh) hart wajib
mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Soslal Tenaga
Kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (1), terhitung sejak Tenaga Kerja tersebut
telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(1) Setiap penyedia Jasa Konstruksi dan Perusahaan Jasa Konstruksi yang
mempekerjakan Tenaqa Kerja Harian lepas, Borongan, dan perjanjian Kerja
Waktu Tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan dalam
Program Jaminan KecelakaanKerja dan Jaminan Kematian.

Pasal6

KEPESERTAAN

BABIV

Ruang lingkup Program Jarninan Soslsl Tenaga Kerja dalam Peraturan ini
meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Jaminan Kematian (JK)
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

PasalS

RUANG UNGKUP
P~OGRAM JAMINAN SOSIALTENAGA KERJA

BAS III



(2) Badan Penyelenggara setempat selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan terhitung
sejak syarat-syarat teknis dan admlnistrasi dipenuhi oleh penyedia Jasa
Konstruksi, harus membayar hak tenaga ketja sebagaimana dlmaksud pada
Pasal 1{) Peraturan ini dengan memperhi1ungkan biaya-tiraya yang telah
dikeluarkan oleh penyedia jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal inj sesuat peraturan perundang-undangan yang bertaku.

(1) Dalam hal terjadinya kecelakaan karja, penyedia Jasa Konstruksi wajib :

a. mem-berikanpert~ongan pertama pada kecelakaan,

b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dan tempat terjadinya
kecelakaan ke Ruman Sakit dan atau ke rumahnya;

c. membayar tertebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;

d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga keria
yang 1idak rnarnpu bekerja;

Pasal12

(2) T·enaga -K-e~ayang <mengalami keool-a4<aankerja atau kefuarganya atau ternan
sejawatnya berhak melaporkan terjadinya kecetakaan kerja tersebut tanpa
menghitangkan kewajiban penyedia Jasa Konstruksi untuk menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) casal ini.

(1.) Penyedia Jasa Konstruksi wajib meJaporkan set1aP terjadinya kecefakaan
kerja yang menimpa tenaga kerjanya keoada pengguna Jasa Konstruksi,
Dinas yang membidangi Keteffaga'kerja_Cifi :setempat dan Bacan
Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

Pasal11

Besaran, tata cara pengajuan klaim dan pemoayaran jaminan sosial Program
Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud

r>: datsm Pasai 5 Peraturan in) ditetapkan 'sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAVARAN JAMlNAN

BABV'

Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran peserta program Jamsostek $ektor
Jasa konstruksi bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (3)
peraturan ini diteiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal9

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN lURAN

BABV



WALIKOTA CIMAHI

~

~.H.M.ITOC TOCHIJA,MM

Ditetapkan di elM A H I
pada tanggal

Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menetapkan dalam Lembaran Daeran Kota Cimahi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

BABIX

Penyedia jasa Konstruksinya yang tetan melaksanakan sendiri Program Jaminan
F>emeliharaan Kesehatan dengan rnanfaat lebih balk, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalarn Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal15

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VlII

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan program Jamsostek Sektor Jasa
Konstruksi dilaksanakan olen Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal14

Pembinaan terhadap peiaksanaan Program Jasa Konstruksi dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan Tim Koordinasi
Fungsional.

Pasal13

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

, "



Ir.H.M.ITOC TOCHIJA,MM

Ttd

WALIKOTA CIMAHI

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Pebruari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

BABIX

Penyedia jasa Konstruksinya yang telah melaksanakan sendiri Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal15

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VIII

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan program Jamsostek Sektor Jasa
Konstruksi dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pasal 14

Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jasa Konstruksi dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan Tim Koordinasi
Fungsional.

Pasal 13

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII
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LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI E

Ir. AHMAD S. SOLIHIN

~-.
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Pebruari 2006
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